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 Bogor, 22 April 2024 

Hal : 

Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 

Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 

2024, tanggal 20 April 2024. 

Kepada Yang Mulia, 

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 

Dengan hormat, bersama ini kami: 

Nama : RONNY BARA PRATAMA 

TTL : Jakarta, 12-10-1990 

Alamat : Jl.Suren 1 No.12, RT.002/006 

  Kelurahan Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Sebagai calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dari partai politik GOLKAR (Golongan 

Karya)Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7 Nomor Urut 5. 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 151/Pd.t-MK/JY-LF/III/2024 bertanggal 

19 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 

1. MUHAMMAD TAHSIN ROY, S.H.,M.H    5. AHMAD REZA RUMI, S.H.

2. AHMAD YAZDI, S.H.,M.H 6. ENCEP YULIANA ISMAIL, S.H.

3. JABBARUDIN WUQUF, S.H. 7. JAFAR, S.H.

4. IRMAWAN, S.H.,M.H.

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat JY LAW FIRM SK 

Kementrian Hukum dan Ham Nomor : AHU-0000352-AH.01.18 Tahun 2021 beralamat di 

Head Office : Jl.Grand Niaga 1 Green Valey No.7- Sentul City Bogor 16710 - Jawabarat, 

tlp.(021) 22968245/879 64511. Site Office: Jl.Pelita Cipatuguran Kp.Babakan Anyar 

No.65 RT.004 RW.020 Kelurahan Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab.Sukabumi Kode 

Pos 43364, No Tlp.(0266) 6444741 untuk bertindak baik secara sendiri-sendiri Maupun 

bersama-sama untuk atas nama Pemberi Kuasa:  
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Selanjutnya disebut sebagai---------------------------Pemohon; 

 

Terhadap 

 

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, 

Jakarta Pusat, 

 

Selanjutnya disebut sebagai--------------------------Termohon 

 

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Daerah 

Pemilihan Jakarta 7 terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 

Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 

2024, tanggal 20 April 2024, sebagai berikut: 

 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 

 

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) 

huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum; 

 

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 

Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil 

Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan 

DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan 

perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; 
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4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya 

disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah 

Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan 

DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau 

terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil); 

 

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 

nomor: 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota 

dalam Pemilu 2024, tanggal 20 April 2024; 

 

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah 

Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo. 

 

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 

 

7. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai 

politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) 

huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil 

pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum 

yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di 

suatu daerah pemilihan; 

 

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan 

huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD 

adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD 

Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama 

yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan 

Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal 

yang bersangkutan (terlampir); 

 

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 

Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam 

Pemilu 2024, tanggal 20 April 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota 

DPRD Provinsi DKI Jakarta dapil Jakarta 7  dengan  Nomor Urut 5 dari partai 

Golkar; 



 

 
 
 

4 
 

 

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan 

hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo; 

 

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 

 

11. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan 

Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling 

lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan 

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; 

 

12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024, tanggal 20 April 2024; 

 

13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil 

pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara 

nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024. 

 

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan 

ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan 

oleh peraturan perundang.  

 

IV. POKOK PERMOHONAN 

 

15. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan 

kursi anggota DPRD Provinsi daerah Pemilihan  DKI Jakarta, Dimana Pemohon 

(perseorangan calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 7) menyandingkan 

dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon 

dan Pemohon (calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil Jakarta 7) hanya 

pada Daerah Pemilihan yang dimohonkan secara lengkap.  

16. Bahwa Perhitungan tabulasi KPU/Termohon berdasarkan D hasil dan Penetapan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan 

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024, tanggal 20 

April 2024 dengan hasil perhitungan seluruh kecamatan di Dapil 7 DKI jakarta 

tentang Caleg No Urut 5 Caleg partai golkar RONNY BARA PRATAMA Sebesar 

15.434, Caleg partai golkar No.Urut 10 DADIYONO Sebesar 21.619 dan Suara 
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Partai Golkar Sebesar 10.623. berikut data pembanding Pemohon berdasarkan C 1 

di TPS dan termohon berdasarkan D Hasil diuraikan dalam tabel di bawah ini: 

 

 

Tabel 1 

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DA.1 DAN C1 SALINAN 

MENURUT TERMOHON DI KECAMATAN PESANGGRAHAN  

KELURAHAN PETUKANGAN UTARA 
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17. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di Kelurahan Petukangan Utara, 

Kecamatan Pesanggrahan atas Adalah sebagai berikut: 

 

 

NOMOR 

URUT 

NAMA CALON ANGGOTA 
DPRD PROVINSI DKI 

JAKARTA DAPIL 7 

 

TERMOHON 

 

PEMOHON 

 

SELISIH 

5 RONNY BARA PRATAMA 1463 1463 

6299 10 DADIYONO 10873 4572 

 JUMLAH SUARA PARTAI 783 5357 

 

 

disebabkan adanya: 

 

- Bahwa terjadi migrasi suara secara Terstruktur, Sistematis dan masif (TSM) Per 

TPS,dari suara partai kepada Caleg Nomor Urut 10 (atas nama Dadiyono). Dimana 

pada data C Hasil Salinan Pemohon Caleg Nomor urut 10 Di Kelurahan Petukangan 

Utara sebesar 10873 dan suara partai 783, sementara dari D Hasil Termohon 

Nomor Urut 10 (Dadiyono) perolehan suaranya sebesar 4572 dan suara Partai 

5357,selisih suara partai yang beralih kepada Nomor Urut 10 (Dadiyono) sebesar 

6299 suara.  

 

18. Bahwa berdasarkan C salinan Rekapitulasi suara Per TPS yang dimiliki Pemohon, 

terdapat selisih suara pada D hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Pesanggrahan 

kelurahan Petukangan Utara milik Termohon yaitu pada HAMPIR SEMUA TPS 

Kecuali 12 TPS, Sebagai berikut:  
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33, 71, 74, 103, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118  dari 186 TPS. Maka ini 

jelas telah terjadi Migrasi suara yang Terstuktur, sistematis dan Masif (TSM) (Tabulasi 

terlampir). 
 

TABEL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA  
DI KELURAHAN PETUKANGAN UTARA VERSI PEMOHON BERDASARKAN C1 SALINAN 
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19. Bahwa netralitas Penyelenggara Pemilu tidak lagi tampak dalam Perkara PHPU 

yang diajukan Pemohon, telah terjadi secara nyata dan jelas migrasi suara yang 

merugikan Pemohon. 

 

20. Mekanisme rekapitulasi manual berjenjang yang saat ini digunakan oleh 

KPU/Termohon sebagai mekanisme resmi penetapan hasil pemilu, diakui banyak 

pihak tidak lagi efektif. Dari aspek jangka waktu, mekanisme ini sangat memakan 

waktu. Tidak memenuhi salah satu prinsip penyelenggaraan Pemilu yang 

demokratis, yakni segera diketahui hasilnya. pada tahapan ini rentan terjadi 

manipulasi terhadap hasil Pemilu. Pergeseran dokumen hasil pemilu dari tingkat 

TPS ke Kecamatan, kemudian Kabupaten, dan seterusnya, migrasi suara dari hasil 

rekapitulasi Termohon berdasarkan D hasil jelas dan nyata telah mencederai 

demokrasi.  

 

21. Bahwa pada Pemilu tahun 2019 ditemukan 608 perkara perselisihan hasil pemilu 

legislatif 2019. Sementara jenis pemilihan legislatif yang paling banyak dipersoalkan 

di MK adalah pemilu anggota DPRD Kab/Kota, dengan jumlah perkara 370 perkara. 

Kemudian berikutnya adalah perkara perselisihan hasil pemilu legislatif DPRD Provinsi 

dengan 108 perkara. Untuk DPR RI, terdapat 120 permohonan perselisihan hasil. Yang 

artinya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait PHPU adalah sebuah nostagia 

atas gagalnya Pihak Penyelenggara(Termohon) mewujudkan Netralitas dan tidak berpihak 

terhadap Calon tertentu. 

 

22. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Pemohon pada poin gugat No.15 s/d 20 

berdasarkan bukti yang valid dan actual maka sudah sepantasnya majelis 

mahkamah konstitusi mengabulkan seluruh gugatan dari pada Pemohon. 

 

23. Bahwa berdasarkan Poin Gugat Pemohon No.9 s/d 14 sudah sepantasnya majelis 

hakim Konstitusi membatalkan Keputusan Pemohon tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan 

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024 No:360 

tanggal 20 April 2024 tentang perolehan suara hasil perhitungan seluruh 

kecamatan di Dapil 7 DKI jakarta tentang Caleg No Urut 5 Caleg partai golkar 

RONNY BARA PRATAMA Sebesar 15.434, Caleg partai golkar No.Urut 10 

DADIYONO Sebesar 21.619 dan Suara Partai Golkar Sebesar 10.623. 

 

24. Bahwa Migrasi suara telah didalilkan oleh Pemohon berdasarkan bukti-bukti 

factual, maka sudah sepatutnya majelis hakim mahkamah konstitusi Menetapkan 

hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon calon DPRD DKI Jakarta dari 

partai politik Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7 dengan 

perolehan  Suara sebagai berikut: 
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TABEL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA  

DI KELURAHAN PETUKANGAN UTARA VERSI PEMOHON BERDASARKAN C1 

SALINAN 
 

25.  
26.  
27.  

28.  
29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

47.  

48.  

49.  

 

 

 

50.  
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Berdasarkan table data C1 diatas maka Perolehan suara yang benar adalah : 

- Caleg partai golkar No.Urut 5 RONNY BARA PRATAMA Sebesar 15.434 

- Caleg partai golkar No.Urut 10 DADIYONO Sebesar 15.320 

- Suara Partai Golkar Sebesar 15.980 

 

25. Bahwa untuk menjamin terlaksananya rasa keadilan bagi pemohon sudah 

sepantasnya majelis hakim mahkamah konstitusi memerintahkan 

termohon/Komisi Pemilihan Umum Republik indonesia Untuk Melaksanakan 

Putusan ini. 

 

 

IV. PETITUM 

 

Bahwa dalil Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan data yang jelas dan 

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum , maka dengan ini Pemohon  

memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengadili perkara ini 

berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang 

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 

Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam 

Pemilu 2024, tanggal 20 April 2024; 2024 tentang perolehan suara hasil 

perhitungan seluruh kecamatan di Dapil 7 DKI jakarta tentang Caleg No Urut 5 

Caleg partai golkar RONNY BARA PRATAMA Sebesar 15.434, Caleg partai golkar 

No.Urut 10 DADIYONO Sebesar 21.619 dan Suara Partai Golkar Sebesar 10.623. 

 

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk  Pemohon calon DPRD DKI 

Jakarta dari partai politik Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan DKI Jakarta 

7 dengan hasil suara: 

 

TABEL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA  

DI KELURAHAN PETUKANGAN UTARA VERSI PEMOHON BERDASARKAN C1 
SALINAN 

 
51.  
52.  

53.  
54.  

55.  

56.  

57.  
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58.  

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  

65.  

66.  

67.  

68.  

69.  

70.  

71.  

72.  

73.  

 

 

 

74.  

  

Dengan Perolehan Suara yang benar : 

- Caleg partai golkar No.Urut 5 RONNY BARA PRATAMA Sebesar 15.434 

- Caleg partai golkar No.Urut 10 DADIYONO Sebesar 15.320 

- Suara Partai Golkar Sebesar 15.980 

 

4. Memerintahkan Kepada Termohon/Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Untuk Melaksanakan Putusan ini. 

Atau; 

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex 

sequo et bono). 
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Hormat Kami, 

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon 

 

 

 

 

 

1. MUHAMMAD TAHSIN ROY, S.H.M.H        

 

 

 

 

 

2. AHMAD YAZDI,S.H.,M.H 

 

 

 

 

3. JABBARUDIN WUQUF, S.H.   

 

 

 

 

4. IRMAWAN, S.H.,M.M.  

 

 

 

 

5. AHMAD REZA R, S.H.    

 

 

 

6. ENCEP YULIANA ISMAIL, S.H. 

 

 

 

7. JAFAR, S.H. 


